WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 32A TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

< a.

o 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah dan
bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi telah ditetapkan
Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun
2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali
Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota
Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali
Kota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



10.

11.

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4430);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27,

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.07/2008
tentang Hibah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Dana Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2006
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 36 Tahun
2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing
Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Tebing Tinggi Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012
Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali
Kota Tebing Tinggi:

a.

b.

C.

Nomor 25 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi
Tahun 2012 Nomor 25);
Nomor 31 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi
Tahun 2017 Nomor 31);
Nomor 36 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi
Tahun 2017 Nomor 36);

diubah sebagai berikut:

| &

Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang
mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari
krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena
alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial; dan

c. beasiswa mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah
di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (1) memenuhi Kriteria:

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan

d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan
kepada calon penerima yang ditujukan untuk
melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas dibuktikan dengan
photo copy KTP yang bersangkutan; dan



b. berdomisili dalam wilayah administratif
pemerintahan daerah berkenaan dibuktikan dengan
surat keterangan dari lurah setempat.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diartikan
bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak
harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa
bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan
pemberian bantuan sosial meliputi:

rehabilitasi sosial;

perlindungan sosial;

pemberdayaan sosial;

jaminan sosial,

penanggulangan kemiskinan;

penanggulangan bencana; dan

beasiswa mahasiswa.

®me a0 o

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang yang
mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan
menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial
seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan
seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami
masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga
untuk menjamin penerima bantuan agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan,
program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang,
keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.



(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya
yang ditujukan untuk rehabilitasi.

(7) Beasiswa mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (6) huruf g diberikan kepada mahasiswa
perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta
yang berasal dari Daerah yang diprioritaskan untuk
mahasiswa kurang mampu dan/atau mahasiswa
berprestasi.

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang
diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara
langsung kepada penerima seperti beasiswa, yayasan
pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar,
cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri
pahlawan yang tidak mampu dan lain-lain yang sejenis.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara
langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan
masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk
masyarakat miskin, bantuan makanan/pakaian kepada
yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok
masyarakat kurang mampu dan lain-lain yang sejenis.

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Individu dan/atau keluarga menyampaikan usulan
tertulis kepada Wali Kota dengan ketentuan:

a. usulan ditandatangani oleh individu dan/atau
keluarga, diketahui oleh lurah atau camat setempat;

b. melampirkan rincian kegiatan;

c. melampirkan fotokopi KTP/Kartu Keluarga yang
masih berlaku;

d. melampirkan nomor rekening bank atas nama
individu yang bersangkutan jika usulan bernilai
diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

e. melampirkan fakta integritas dari penerima bantuan
sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang
diterima akan digunakan sesuai dengan rincian
kegiatan;

f.  surat keterangan tidak mampu/miskin dari lurah
setempat; dan



(2)

(4)

(5

(6)

g. surat rujukan puskesmas atau rumah sakit jika
penggunaan dana berhubungan dengan biaya
pengobatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
dikecualikan bagi penerima beasiswa untuk mahasiswa
berprestasi.
Permohonan bantuan sosial lembaga non
pemerintah /organisasi/lembaga/yayasan/kelompok
masyarakat ditujukan kepada Wali Kota dengan
melampirkan:
a. usulan ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan
bendahara diketahui oleh lurah/camat setempat;
rencana kerja kegiatan;
rencana anggaran biaya (RAB);
fotokopi surat keputusan tentang kepengurusan
organisasi/lembaga yang masih berlaku dan
terdaftar pada instansi yang berwenang, akte
pendirian yang masih berlaku bagi yayasan dan
susunan kepanitiaan bagi kelompok masyarakat
yang diakui/disahkan oleh pemerintah;

€. nomor rekening bank  organisasi/lembaga/
yayasan/kelompok masyarakat yang bersangkutan;

f. fotokopi KTP ketua, sekretaris dan bendahara
organisasi/lembaga/yayasan /kelompok
masyarakat; dan

g fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
akan digunakan sesuai dengan rincian kegiatan.

Wali Kota menunjuk SKPD terkait sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini untuk
melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi

kepada Wali Kota melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan

prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

oo

Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 32

Wali Kota menetapkan daftar penerima dan besaran
bantuan  sosial dengan Keputusan Wali Kota
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/PAPBD
dan  Peraturan Wali Kota tentang penjabaran
APBD/PAPBD.

Berdasarkan daftar  penerima  bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD
memberitahukan kepada penerima bantuan sosial.



3)

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada
daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam
Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini, kecuali bantuan sosial
kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23A dengan mekanisme sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dengan
ketentuan:

a. untuk individu dan/atau keluarga melampirkan:

1. permohonan pencairan dana ditandatangani
oleh individu dan/atau keluarga diketahui oleh
lurah /camat setempat;

2. rincian kegiatan sebesar jumlah yang telah
disetujui dan ditandatangani oleh individu
dan/atau keluarga;

3. photo copy KTP yang masih berlaku,;

4. nomor rekening bank atas nama individu yang
bersangkutan jika wusulan Dbernilai diatas
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

5. fakta integritas dari penerima bantuan sosial
yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang
diterima akan digunakan sesuai dengan rincian
kegiatan;

6. surat keterangan tidak mampu/miskin dari
lurah setempat; dan

7. surat rujukan dari puskesmas atau rumah
sakit.

b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a angka 6 dikecualikan bagi penerima
beasiswa untuk mahasiswa berprestasi.

c. untuk lembaga non-pemerintah  organisasi/
lembaga/yayasan/ kelompok masyarakat dengan
melampirkan:

1. permohonan pencairan dana ditandatangani
oleh ketua, sekretaris dan bendahara diketahui
oleh lurah/camat setempat;

2. rencana kerja kegiatan;

3. rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar jumlah
yang telah disetujui dan ditandatangani oleh
ketua, sekretaris dan bendahara;

4. photo copy surat keputusan @ tentang
kepengurusan organisasi/lembaga yang masih
berlaku dan terdaftar pada instansi yang
berwenang, akte pendirian yang masih berlaku
bagi yayasan dan susunan kepanitiaan bagi
kelompok masyarakat yang diakui/disahkan
oleh pemerintah,;



(4)

(7)

5. nomor rekening bank organisasi/
lembaga/yayasan/kelompok masyarakat yang

bersangkutan;
6. photo copy KTP ketua, sekretaris dan
bendahara organisasi/lembaga/yayasan/

kelompok masyarakat; dan

7. fakta integritas dari penerima bantuan sosial
yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang
diterima akan digunakan sesuai dengan rincian
kegiatan.

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A
didasarkan pada permintaan tertulis dari individu
dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat
keterangan dari pejabat yang berwenang dengan
ketentuan:

a. permintaan tertulis yang ditandatangani oleh
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dan
diketahui oleh lurah/camat setempat dengan
melampirkan:

1. rincian penggunaan dana yang ditandatangani
oleh individu dan/atau keluarga

2. photo copy KTP yang masih berlaku;

3. nomor rekening bank atas nama individu yang
bersangkutan jika usulan bernilai diatas Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. surat keterangan tidak mampu/miskin dari
lurah setempat; dan

S. surat rujukan puskesmas atau rumah sakit
jika penggunaan dana berhubungan dengan
biaya pengobatan.

b. telah diverifikasi oleh SKPD terkait sebagaimana
dimaksud pada Pasal 27 ayat (4);

c. mendapat persetujuan Wali Kota atau pejabat lain
yang ditunjuk atas permintaan yang telah
diverifikasi oleh SKPD sebagaimana dimaksud huruf
b.

Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan

cara pembayaran langsung (LS).

Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai

sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme
tambah uang (TU).

Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima

bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang

bantuan sosial.



Pasal I
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 Oktober 2019

WALI KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

MARAPUSUK SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019 NOMOR 33A




